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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG 
Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar yang mana berdasarkan geografisnya terletak digaris khatulistiwa diantara dua benua yaitu benua Asian dan benua Australia serta dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia dan adanya pertemuan tiga lempeng tektonik utama yang menyebabkan Indonesia memiliki deratan gunung merapi yang disebut “Ring of Fire”. Dimana hal tersebut mengakibatkan Indonesia menjadi wilayah yang rawan terhadap bencana alam seperti Gempa bumi, Letusan Gunung Merapi, Tsunami, Banjir, Tanah longsor, Angin ribut serta Kekeringan, sehingga dibutuhkan Upaya penanggulangan yang bersifat komprehensif, sistematik, efisien dan berkelanjutan.
Menurut Undang- undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal I tentang Penanggulangan bencana menyebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang bisa disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam, sehingga bisa mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. salah satu bentuk bencana yaitu bencana kebakaran yang mana merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh adanya api yang mana pastinya menimbulkan kerugian, ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang tertuang didalam Pembukaan Undang-undang Tahun 1945 Alenia Ke-4 tentang Cita- cita bangsa.
Pemerintah Indonesia membentuk salah satu OPD yang membawahi masalah kebencanaan yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diberbagai daerah di seluruh Indonesia. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah yaitu Bupati / Walikota. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran, salah satu Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran ini memiliki tugas pokok yaitu Pencegahan Kebakaran, Pemadam kebakaran dan Penyelamatan jiwa serta ancaman kebakaran juga bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
Peran petugas pemadam kebakaran menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas- tugas penanggulangan masalah kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan, Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi, Kabupaten/ Kota yang siap melayani dan membantu masyarakat apabila mengalami bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan.
Kota Dumai adalah sebuah Kota di Provinsi Riau, dimana Kota Dumai merupakan Kota dengan wilayah Administratif terluas kedua di Indonesia berdasarkan statusnya sebagai Kotamadya setelah Kota Palangkaraya. Kota Dumai berawal dari sebuah dusun kecil dipesisir timur Provinsi Riau dan ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, diresmikan sebagai Kota pada tanggal 20 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, setelah sebelumnya sempat menjadi Kota Administratif di dalam Kabupaten Bengkalis. wilayah Kota Dumai beriklim Tropis dengan curah hujan antara 100-300°ᴄ dan suhu udara 24-30°ᴄ dengan kondisi tanah rawa bergambut. Kota Dumai memiliki 7 (tujuh) Kecamatan dan 36 Kelurahan. Luas wilayah mencapai 1.623.38 km² dan jumlah penduduk 331.832 jiwa. Kota Dumai berada diwilayah pesisir Pantai timur Sumatera, Kawasan Kota Dumai merupakan lintas pelayaran dan perdagangan yang cukup padat, bahkan jika ditinjau secara geografis, Kota Dumai merupakan lintas perdagangan dunia.
Kemajuan Kota Dumai setiap tahunnya mengalami perubahan ditandai dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan pertambahan penduduk ini tentu saja dibarengi juga dengan pertambahan jumlah perumahan yang tersebar di wilayah Kota Dumai, sehingga berdampak jelas terhadap ancaman yang membahayakan apabila terjadi kebakaran atau bencana lainnya, hal ini menuntut pemerintah untuk berusaha menyeimbangkan kepadatan penduduk dengan fasilitas yang memadai. Seiring tingginya kepadatan penduduk dan penggunaan lahan dapat menjadi potensi timbulnya kebakaran yang dapat dilihat dari kepadatan pemukiman, kepadatan bangunan dan kemacetan lalu lintas. 
Untuk itu dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.
Dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan yang di laksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai melalui UPT Pemadam Kebakaran tugas dan fungsi pemadam kebakaran dan penyelamatan belum terlaksana secara Optimal dikarenakan belum merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdiri sendiri.
Posisi Pemadam kebakaran dalam Pemerintahan Indonesia saat ini berdasarkan Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, merupakan salah satu dari sub urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun pembagian urusannya dapat dilihat pada bagan berikut ini :





 					Bagan. I.I
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang perangkat Daerah
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Sumber: Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tahun 2024
	
Dari bagan tersebut maka dapat dilihat bahwa Pemadam Kebakaran merupakan sub urusan dari urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat. Ada 6 (Enam) Sub urusan yang tergolong kedalam urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar  menurut Undang-undang Nomor 23 pasal 12 Tahun  2014 yaitu : 
1. Pendidikan; 
1. Kesehatan;
1. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
1. Sosial.
Berdasarkan pembagian urusan tersebut, dapat diartikan bahwa Sub urusan Pemadam Kebakaran menjadi urusan yang harus ada dan menjadi salah satu Prioritas baik bagi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintah.
Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran yang semula berada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan Nama Organisasi Seksi Pemadam kebakaran Tahun 2006 sampai Tahun 2010. Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 50 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam kebakaran bergabung dan berada dibawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai. Pemerintah Kota Dumai mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi, Kabupaten/Kota, serta berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai harus menjadi Dinas tersendiri dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
Kebakaran pemukiman di Kota Dumai dari Tahun- ketahun mengalami peningkatan angka, hampir disetiap bulan kebakaran di Kota Dumai selalu terjadi sehingga menyebabkan kerugian harta benda, korban jiwa, serta gangguan moral yang di alami. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.1
Laporan kejadian kebakaran dan Non Darurat
	NO.
	URAIAN
	JUMLAH
	KETERANGAN

	                                                  TAHUN 2021

	1.
	Kebakaran Pemukiman
(Darurat)
	29 kasus
	5 orang korban jiwa

	2.
	Penyelamatan / Evakuasi 
(Non Darurat)
	67 kasus
	-

	                                                  TAHUN 2022

	1.
	Kebakaran Pemukiman
(Darurat)
	44 Kasus
	1 orang korban jiwa
1 orang korban Luka

	2.
	Penyelamatan / Evakuasi
(Non Darurat)
	160 kasus
	-

	                                                 TAHUN 2023

	1.
	Kebakaran Pemukiman
(Darurat)
	52 kasus
	1 orang korban jwa
2 orang korban luka

	2.
	Penyelamatan / Evakuasi 
(Non Darurat)
	141 kasus
	                 -


   Sumber: Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas pada Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Pada Tahun 2021 kejadian Kebakaran 29 kasus, 5 orang korban jiwa dan 67 kasus Penyelamatan-Evakuasi (Non darurat). Tahun 2022 kejadian kebakaran 44 kasus, 1 orang korban jiwa, 1 orang korban luka-luka dan 160 kasus Penyelamatan-Evakuasi (Non Darurat). Pada Tahun 2023 kejadian 52 kasus, 1 orang korban jiwa, 2 orang luka-luka dan 141 kasus Penyelamatan-Evakuasi (Non Darurat). 

Disini dapat dijelaskan selain layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat juga jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut dimaksud adalah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran, misalnya penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, evakuasi cincin serta penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (Animal rescue) dan lain- lain.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi nya selain bertanggung jawab dalam hal Pencegahan dan Penyelamatan juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal merupakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 menjelaskan bahwa manajemen penanggulangan kebakaran perkotaan meliputi segala upaya menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengemilimasi serta meminimalisir dampak kebakaran didaerah perkotaan sehingga terwujudnya wilayah kota yang aman terhadap bahaya kebakaran secara efektif dan efisien.
Menurut lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 Waktu tanggap instansi Pemadam kebakaran dan Penyelamatan terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di indonesia tidak lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas:
1. Waktu dimulai sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat, penentuan lokasi kebakaran, informasi obyek yang terbakar dan penyiapan pasukan serta sarana pemadam kebakaran 
2. Waktu perjalanan dari pos pemadam menuju lokasi kebakaran 
3. Waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan

Namun untuk di Pemerintahan Kota Dumai belum adanya peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai tentang standar waktu pelaksanaan pemadaman kebakaran sesuai dengan kondisi Kota Dumai yang hanya mengacu pada keputusan diatas.
Namun fakta umum yang ada dilapangan, bahwa selama ini pelayanan bencana kebakaran tidak dapat dilayani 15 menit, sebagian besar masyarakat menilai bahwa pemadam kebakaran “selalu terlambat”, sesungguhnya tidaklah demikian sebab 5 (lima) tahun belakang ini hampir 80% pelayanan kebakaran tepat waktu atau bahkan sebagian ada yang lebih cepat dari 15 (lima belas) menit. walaupun ada yang terlambat itu dikarenakan oleh beberapa hal, sebagai berikut :
1. Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran;
2. Lokasi pos pemadam kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
3. Tingkat kepadatan penduduk dan keramaian masyarakat yang ditempat kejadian kebakaran (TKK);
4. Perubahan kondisi arus lalu lintas dan kemacetan arus lalu lintas;
5. Perbedaaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran;
6. Hambatan akseleri unit pemadam kebakaran antara jalan sempit, portal, kabel listrik  serta kabel internet yang rendah dan lain-lain;
7. Belum optimalnya koordinasi antar instansional.

Salah satu upaya pengendalian kebakaran tersebut adalah membuat jalur optimalisasi untuk mobil pemadan kebakaran serta Penambahan Pos Pemadam disektor Kecamatan, sehingga semakin cepat atau tepat waktu tanggap personil pemadam kebakaran, semakin kecil penjalaran api meluas sehingga upaya pemadaman dapat dilakukan sehingga dapat meminimalkan dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran.
Untuk mencegah terjadinya kebakaran, banyak hal yang bisa dilakukan seperti rutin memeriksa intalasi listrik, menjauhkan benda yang mudah terbakar dari sumber api, mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan, tidak menggunakan peralatan listrik yang menumpuk, menggunakan peralatan elektronik yang berstandar Nasional, jangan membakar sampah tanpa diawasi dan lain sebagainya. Sedangkan jika terjadi kebakaran bisa dilakukan tahap awal dengan pemadaman dengan menggunakan alat pemadam tradisional seperti kain basah, goni basah, fire blanket dan APAR. Jika api semakin membesar maka segera menghubungi piket Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai di nomor 0811-7504-113 atau (0765) - 38208
Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Dumai sebagai lembaga yang menangani bencana kebakaran telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam pelaksanaan tugas pemadaman dilapangan, petugas pemadam kebakaran dituntut melakukan pekerjaan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP). Adapun kegunaan SOP tersebut sebagai bentuk keamanan dan keselamatan bagi seluruh petugas pemadam kebakaran dilapangan pada saat melaksanakan pemadaman dan penyelamatan. adapun prosedur tersebut sebagai berikut:
1. Piket menerima informasi laporan adanya kebakaran;
2. Petugas menyiapkan perlengkapan APD dan armada;
3. Petugas menuju lokasi kebakaran;
4. Petugas melakukan pemadaman;
5. Danru melaporkan kepada kepala Bidang diteruskan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Kota Dumai;
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaporkan ke Walikota Dumai.



Sesuai Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 122 pasal 8 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Standarisasi sarana prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:
1. Mobil Komando;
2. Mobil Pemadam kebakaran pompa/fire boat;
3. Mobil Penyelamatan (Fire rescue);
4. Mobil Tangga (Fire Ladder);
5. Mobil angkut personil;
6. Mobil Tangki air (water supply);
7. Mobil ambulance;
8. Alat pemadam api ringan (APAR);
9. Pompa portable pemadam kebakaran;
10. Selang pemadam kebakaran;
11. Pompa apung pemadam kebakaran (Floating pump);
12. Pipa cabang (Y-connection) dan Pemancar air (Nouzle) pemadam.

Namun di Kota Dumai belum adanya Sarana dan Prasarana seperti Mobil Komando, Mobil Ambulance, Mobil Tangga (Fire Ladder) serta Mobil Penyelamatan (Rescue) dan Mobil Angkut Personil, dikarenakan minim nya anggaran Pemerintah Kota Dumai, dimana mobil tangga (Fire Ladder) adalah salah satu armada yang sangat diperlukan mengingat dimana Kota Dumai sudah terdapatnya bangunan dan gedung- gedung tinggi, Serta sesuai dengan amanat Kementrian Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 bahwa disetiap kecamatan harus memiliki 1 (satu) pos pemadam di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang didukung oleh peralatan baik kendaraan pemadam kebakaran maupun perlengkapan lainnya, tetapi dengan minim nya anggaran, hal demikian belum terealisasi sampai saat ini.
Tugas Pemadam Kebakaran secara umum langsung bersentuhan dengan masyarakat, melayani masyarakat khususnya saat keadaan darurat. Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dituntut bekerja cepat dan tepat agar dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan harta benda baik dari masyarakat maupun dari petugas Pemadam Kebakaran. Pelaksanaan tugas seperti ini harus di tunjang dengan sarana prasarana sesuai jenis kejadian yang standar (Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran) serta petugas yang memiliki kompetensi teknis terlatih (Permendagri  Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah). 
Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  Kota Dumai terus mengalami naik turun. Penurunan angaran ini berdampak kepada kondisi sarana dan prasarana yang tidak layak jauh dari standart yang telah di tetapkan dan bahkan tidak ada sarana pendukung sama sekali untuk beberapa kebutuhan penyelamatan di lapangan serta kurangnya kompetensi petugas Pemadam Kebakaran karena tidak adanya peningkatan kompetensi, dimana dalam pelaksanaan tugas dengan kondisi seperti ini dapat meningkatkan resiko jatuhnya korban, khususnya korban dari petugas Pemadam Kebakaran  yang  berdampak pada terlaksananya penanganan keadaan darurat (kebakaran dan penyelamatan) tidak optimal sehingga resiko jatuhnya korban dari masyarakat dan kerugian material semakin besar. Selain itu fenomena penurunan anggaran tersebut berbanding terbalik dengan jumlah kejadian kebakaran dan penyelamatan yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah dan jenis kejadiannya, khususnya kejadian penyelamatan dan evakuasi yang membahayakan keselamatan manusia. 
Pemadam Kebakaran merupakan salah satu sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dari urusan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Tugas sub urusan Pemadam Kebakaran berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor  22 Tahun  2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun  2018 yaitu :
1. Pencegahan kebakaran; 
2. Pengendalian kebakaran; 
3. Pemadaman kebakaran; 
4. Penyelamatan kebakaran; 
5. Penanganan khusus kebakaran pada bahan berbahaya dan beracun;
6. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; 
7. Investigasi kejadian kebakaran;
8. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
9. Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia.


Profesi sebagai petugas pemadam kebakaran memiliki resiko kecelakaan dalam bekerja yang sangat tinggi terutama ketika bencana kebakaran terjadi, Adapun pekerjaan ini dibutuhkan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mengurangi terjadinya resiko kecelakaan dalam bekerja. Ketika bertugas peralatan- peralatan yang umum dan wajib digunakan seperti Jaket tahan api, Jaket tahan panas, Helm pemadam, Masker pemadam, serta sepatu pemadam. Alat pelindung diri tersebut dapat melindungi petugas ketika beroperasi dalam pemadaman dan penyelamatan.
Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya Petugas teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai bekerja selama 24 jam yang terbagi menjadi 3 regu, dalam pelaksaannya bekerja selama 12 jam, yang terbagi pula menjadi 2 shief, untuk melihat jumlah petugas teknis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat di lihat pada tabel dibawah:
Tabel 1.2
Daftar Petugas Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	No.
	Regu
	Keterangan regu
	Jumlah
	Jam piket

	

1
	

Regu I

	Komandan regu 
Driver/Operator
Nouzzle man & Helper 
Piket Standby
                      Jumlah
	1 orang
8 orang
10 orang
1 Orang
20orang
	
07.30 s/d 19.30 wib

	

2
	

Regu II

	Komandan regu 
Driver/Operator
Nouzzle man & Helper 
Piket Standby
                      Jumlah
	1 orang
8 orang
10 orang
1 Orang
20orang
	
19.30 s/d 07.30 wib

	

3

	

Regu III

	Komandan regu 
Driver/Operator
Nouzzle man & Helper 
Piket Standby
                      Jumlah
	1 orang
8 orang
10 orang
1 Orang
20orang
	

Off/ On call


  Sumber:  Data Dinas Pemadam Kebakaran Kota Dumai Tahun 2024
Dari tabel diatas dapat kita lihat petugas teknis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai yang bertugas sebanyak 3 regu, masing- masing regu bertugas sesuai jam tugasnya, namun tidak menuntut kemungkinan regu yang Off turut membantu apabila ada kejadian kebakaran yang besar, mengingat jumlah personil yang ada belum memadai jika dikaitkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 yang menjelaskan bahwa untuk pengoperasian 1 (satu) unit Armada Fire harus dikendalikan minimal 5 (lima) orang personil dan maksimal 7 (tujuh)  orang personil.
Regulasi standart Operasional Prosedur (SOP) untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam melaksanakan tugasnya dengan diterimanya pemberitahuan kebakaran tidak lebih dari 5 (lima) menit untuk mempersiapkan peralatan dan meluncur ke lokasi kebakaran dengan mengarahkan sebanyak 2 (Dua) unit armada sebagai upaya pemadaman dan dilanjuti dengan armada tambahan sebagai upaya pencegah menyebarnya titik api.
Seiring berkembang nya fungsi dan tugas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi garda terdepan dalam bidang penyelamatan, awalnya masyarakat hanya mengenal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hanya bekerja sebagai petugas Pemadam dikala terjadinya musibah kebakaran tetapi sekarang peran tersebut bertambah seperti Penyelamatan/ Evakuasi terhadap Binatang berbisa, Penyelamatan korban tenggelam (vertical Rescue), Korban Banjir, Penanganan evakuasi cincin, Penanganan tawon/ Lebah dan Penanganan hewan peliharaan, Evakuasi pohon tumbang, Pemadaman dan Pendinginan kebakaran hutan dan lahan serta penyelamatan Lainnya.
Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul “Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam Menangani Masalah Bencana Kebakaran Pemukiman Di Kota Dumai”.



















B. 	Rumusan Masalah
[bookmark: _Hlk169310631]Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani bencana kebakaran Pemukiman dikota Dumai bahwa pelaksanaan Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai belum terlaksana secara optimal dan efektif. Sebagaimana dijelaskan pada uraian yang telah dipaparkan di atas ditemukannya beberapa gejala- gejala masalah yang menghambat pelaksanaan, Adapun gejala- gejala masalah antara lain sebagai berikut: 
1. Belum adanya tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran pada Daerah Kabupaten/ kota;
2. Belum adanya Standarisasi Sarana dan Prasarana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Pasal 8 Tahun 2018 di Pemerintah Kota Dumai;
3. Belum adanya Pos Pemadam Kebakaran di setiap Kecamatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 di Pemerintah Kota Dumai.
Berdasarkan gejala- gejala masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian ini yaitu: Bagaimana Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam Menangani Masalah Bencana Kebakaran Pemukiman di Kota Dumai.

C. 	Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di Kota Dumai
b. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan Faktor penghambat Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di Kota Dumai.
2. Kegunaan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut;
a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai guna meningkatkan efektivitas dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di Kota Dumai.
b. Sebagai bahan pengembangan dari penerapan Ilmu Administrasi dan memperoleh wawasan serta pengalaman yang realistis sehingga diterapkan dalam dunia kerja sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan kenyataan dilapangan.
c. Sebagai bahan informasi bagi para peneliti lainnya dalam melakukan penelitian untuk permasalahan yang sama.




BAB II
TELAAH PUSTAKA

1. Kerangka Teori
	Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang individu yang menempati posisi atau struktur sosial tertentu. Peran adalah pola perilaku yang komprehensif yang diakui secara sosial, menyediakan sarana untuk mengidentifikasi dan menempatkan seseorang dalam masyarakat. Dalam realita kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok selalu terkait satu dengan yang lain ketika terjadi interaksi sosial, karena itu peran setiap individu sangat mempengaruhi komunitas dimana seseorang berada. Peran adalah kumpulan dari perilaku yang sangat homogen dibatasi secara normatife dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial yang diraihnya ataupun diberikan dalam konteks hidup bermasyarakat. 
	Peran adalah sebuah Homonim karena arti- artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa, peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, yang berarti telah menjalankan suatu peran.

	Pengertian peran menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah Seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam ilmu sosial peran merupakan fungsi yang dibawakan seseorang dan seseorang tersebut bisa menjalankan fungsinya dikarenakan posisi serta kedudukannya dalam struktur sosial. Hal ini mengasumsikan bahwa ketika orang- orang menduduki posisi sosial, perilaku mereka ditentukan terutama oleh apa yang diharapkan dari posisi tersebut dan bukan oleh karakteristik individu itu sendiri.
	Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat, peran menentukan apa yang diperbuat seseorang / lembaga bagi masyarakat. Peran diatur oleh norma- norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Pemerintah merupakan lembaga yang berfungsi untuk melayani masyarakat. Fungsi tersebut dijalankan melalui peran-peran yang sudah ditetapkan melalui pembahasan bersama yang tertuang dalam bentuk peraturan Perundang- undangan dalam melayani berbagai kebutuhan dan Aspek-aspek yang menjamin keamanan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Peran Pemerintah dalam kaitannya dengan mengatasi permasalahan di masyarakat memiliki artian sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan, pelayanan, maupun peran lain yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
	Peran adalah kombinasi antara posisi dan pengaruh seseorang melaksanakan hak dan kewajiban. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang kita sulit mengartikan dari definisi peran tersebut. Peran bisa saja disandingkan dengan fungsi, tetapi peran dan status tidak dapat dipisahkan. dari penjelasan diatas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran adalah:
1. Persepsi Peran
Persepsi peran adalah pandangan kita terhadap Tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berprilaku.
2. Ekspektasi Peran
Ekspektasi peran adalah Merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak
3. Konflik Peran
Konflik peran adalah Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran, konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.
	Menurut Nurcholis (2007:20) kegiatan Pemerintah Daerah diawali dari pembuatan Kebijakan Daerah. Berdasarkan kebijakan Daerah yang dibuat inilah Kepala Daerah dan Perangkatnya melaksanakan dan mempertanggung jawabkan.
	Menurut Setiyono, (2014:11) Pemerintahan (Government) secara epistemologi berasal dari kata “governor” yang diambil dari Bahasa Yunani dengan padanan kata cybernetics atau steering-steersman (yang mengarahkan), sehingga secara umum pemerintah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk lembaga yang mengarahkan kehidupan masyarakat.
	Menurut Soekanto (2007:24) Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan, setiap orang memiliki macam- macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. 
	Menurut Suhardono (1994:15) Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Pengertian peran sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat dapat menentukan besar atau kecilnya sebuah peran tergantung kedudukan orang tersebut.
	Menurut Mukti Fadjar ND dan Yuliato Ahmad, dalam Madani (2024). Peran adalah teori yang mengkaji bahwa masyarakat, bahwa perilaku masyarakat akan sesuai dengan status dan perannya, menurutnya fokus kajian teori terletak pada perilaku masyarakat.
	Perilaku masyarakat bukan saja merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam Gerakan (sikap) tetapi juga Gerakan badan atau ucapan didalam masyarakat.
	Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat, jadi seseorang menduduki suatu posisi atau jabatan dalam masyarakat serta menjalankan perannya, dalam Duryat dkk (2021:14)
	Menurut Duvenger (2010) istilah “Peran” dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa sikap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor- aktor professional.
	Menurut Friedman dalam Duryat dkk (2021) Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu- individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran- peran tersebut.
	Menurut Sorjono Soekanto (2012) Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. 
	Menurut Merton dan Raho (2010:160) mengatakan bahwa peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). dengan demikian suatu perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan- hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.
	Menurut Suhardono (1994:3)  Peran adalah suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia, sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi.
	Menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarlito Wirawan Sarwono, 2015:215) membagi peristilahan dalam teori peran dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku.
	Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses, peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:
1. Peran mempunyai bagian dari peraturan (Norma- norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat
2. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
3. Peran adalah prilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.



	Menurut Soerjono Soekanto (2001:243) Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:
1. Peran Aktif
Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi, hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannyaserta kontribusinya terhadap suatu organisasi.
2. Peran Partisipasif
Peran Partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
3. Peran Pasif
Peran Pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu, artinya peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat.
	Menurut Soerjono Soekanto (2010:5) menguraikan peran menjadi 3 (tiga) unsur yaitu:
1. Peran Ideal (Ideal Role)
Peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, sebagai contoh adalah Dinas Pemadam Kebakaran yang merupakan institusi formal diharapkan berfungsi sebgai pelayan ketika masyarakat membutuhkan peran dalam memadamkan kebakaran.



2. Peran yang seharusnya (Expected Role)
Peranan yang dilakukan pada kehidupan Masyarakat, peran ini mengharuskan seseorang atau Lembaga menjalankan peran karena sudah diatur dalam tata peraturan yang berlaku dilingkungannya.
3. Peran yang sebenarnya dilakukan (Actual Role)
Peran yang sebenarnya dilakukan seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit dilapangan atau dimasyarakat social yang terjadi secara nyata.
		Menurut Slameto (2003:7) Seperangkat perilaku antar pribadi, sifat dan kegiatan yang berhubungan dengan pribadi dalam posisi dan situasi tertentu
	Menurut Diva (2009:15-18) Menjelaskan bahwa peran Pemerintah yang efektif dan optimal dapat diwujudkan melalui tiga pembagian peran, yakni peran Pemerintah sebagai regulator, katalisator, dan fasilator.
1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator
Peran Pemerintah sebagai regulator berupa pembuatan kebijakan- kebijakan dan aturan. Peran sebagai regulator dijalankan oleh Pemerintah untuk dapat menjamin situasi yang kondusif
2. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator
Peran Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh dalam membantu pelaksanaan. Peran Pemerintah harus mengenali faktor-faktor negative yang menjadi penghalang untuk diminimalisasi dan faktor-faktor yang sifatnya mendorong untuk membantu pemerintah lebih efektif dalam menjalankan program untuk diberdayakan, guna mendapat tenaga tambahan dalam menyelesaikan masalah.
3. Peran Pemerintah  Sebagai Fasilator
Peran tersebut merupakan peran dalam memfasilitasi program-program untuk mencapai tujuan yang ingin dilakukan seperti Pembangunan sarana prasarana.
Berbeda dengan penjelasan Diva, Pemerintah atau dalam istilah lain dikenal dengan sebutan Birokrasi, dalam pandangan Rasyid (2000:59) mempunyai tiga tugas pokok yakni:
1. Pemberian Pelayanan Umum (service) secara rutin kepada masyarakat, pelayanan perizinan, penyediaan jaminan keamanan, Kesehatan dan perlindungan bagi penduduk. 
2. Pemberdayaan Masyarakat (empowerment) untuk membentuk masyarakat yang dapat mandiri dan maju untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. bentuk -bentuk pemberdayaan tersebut dapat berupa pembimbingan, konsultasi, pendampingan dan pelaksanaan Pendidikan pelatihan kepada masyarakat yang belum berdaya
3. Menyelenggarakan Pembangunan (development) ditengah masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan ditengah masyarakat seperti Pembangunan infrastruktur Telekomunikasi dan lainnya.
	Menurut Sihombing (dalam Rahajeng, 2013) ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:
1.  Sebagai Fasilitator 
pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, dapat menangkap aspirasi masyarakat, membuka jalan, membantu menemukan peluang, memberikan dukungan, meringankan beban pekerjaan masyarakat, menghidupkan  komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.
2. Sebagai Pelayan Masyarakat 
pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, melayani masyarakat serta membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah perlu bertindak sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama
3. Sebagai Pendamping 
Pemerintah harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan

4. Sebagai Mitra.
 Pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak berseberangan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif, dan akhirnya mematikan kreatifitas masyarakat.
5. Sebagai Penyandang Dana.
 Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola.
	Menurut Parwoto (dalam Soehendy,1997:28) mengemukakan peran serta mempunyai ciri- ciri sebagai berikut yaitu:
1. Keterlibatan dalam Keputusan, mengambil dan menjalankan keputusan
2. Bentuk kontribusi, seperti gagasan, ide, tenaga, materi dan lain-lain
3. Organisasi kerja, bersama setara (berbagi peran)
4. Penetapan tujuan, ditetapkan kelompok bersama pihak lain
5. Peran masyarakat sebagai Subyek.
	Menurut Ogburn dan Nimkoff (dalam social change respect to culture and original nature, 1964:199-280) peran adalah serangkaian pola perilaku yang diharapkan dengan disetujui secara sosial, yang terdiri dari tugas dan hak istimewa yang terkait dengan posisi tertentu dalam suatu kelompok.
	Menurut Soerjono Soekanto (1981:2) peran adalah tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu, dalam peranan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan. Seseorang diharapkan dapat melakukan kewajiban-kewajibanya sesuai dengan peran yang dipegangnya.
	Menurut Dougherty dan Pritchard (1985, dalam Bauer 2003:55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.
	Menurut Merton dalam Raho (2007:67) peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.
	Menurut J.Dwi Narwoko dan Begong Suyanto (2010:160) peranan membimbing seseorang berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :
1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.
	Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem.
	Sedangkan menurut Siregar dalam Duryat dkk (2021:13) Peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak- hak dan kewajibannya, artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau jabatan, maka dia telah menjalankan suatu peran.
	Kemudian menurut Soekanto (2009: 212-213) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut sang pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan atau lingkungannya.
	Menurut Ely Chinoy dalam Soerjono Soekanto (2014) menjelaskan bahwa pentingnya peranan karena hal tersebut mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas- batas tertentu dapat meramalkan perbuatan- perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan komunitasnya. Hubungan- hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat itulah mencerminkan adanya hubungan antara peranan- peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma- norma yang berlaku.
	Menurut Abdul syani (dalam Trisnani, 2017) Peran adalah suatu perbuatan dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul harapan- harapan baru.

	Menurut Scott et dalam Kanfer (1987:197) menyebutkan 5 (lima) aspek penting dalam peran, yaitu  :
1. Peran itu bersifat Impersonal, dimana peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan dengan perilaku kerja (talk behavior)
3. Peran itu sulit dikendalikan
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama
5. Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama, seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.
	Selanjutnya menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003:55) teori peran memberikan suatu karangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.
	Selain itu menurut Merton dalam Raho (2007:67) peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role set). Dengan demikian perangkat daerah adalah kelengkapan dari hubungan- hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status- status sosial khusus.


	Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008:471) yang terdapat dalam bukunya yang telah diterjemahkan dengan judul Community Development. Alternative pengembangan masyarakat di era Globalisasi menjadikan teori Peran dibagi menjadi empat bagian yaitu :
1. [bookmark: _Hlk175927832]Peranan Memfasilitasi (Fasilitative roles)
2. Peranan Mendidik (Educational roles)
3. Peranan Representasi (Representational roles)
4. Peranan Teknis (Technical roles)
	Dalam konsepsi fungsionalis, peran adalah salah satu cara penting dimana kegiatan individu diatur secara sosial, tidak hanya memungkinkan individu untuk berfungsi secara efektif karena mereka tahu apa yang diharapkan dari orang lain, tetapi juga memungkinkan untuk membuat generalisasi tentang masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh seorang antropolog Ralp. Linton bahwa teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor- aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. 
	Pandangan fungsionalis menyarankan bahwa budaya masyarakat merupakan suatu sistem budaya terpadu yang dinyatakan dalam norma- norma sosial yang memandu perilaku dalam peran. hal ini menunjukkan bahwa peran sering didefinisikan dalam kaitanya dengan peran lain namun tidak menciptakan interaksi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku yang efektif membuat peran identik dengan budaya dan norma- norma, karena itu konsep peran menurut Ralp Linton cukup baik untuk ditempatkan didalam ranah ini.
	Pemerintah merupakan lembaga yang berfungsi untuk melayani masyarakat, fungsi tersebut dijalankan melalui peran- peran yang sudah ditetapkan melalui pembahasan bersama yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam melayani berbagai kebutuhan dan aspek- aspek yang menjamin keamanan dan keberlangsungan hidup bermasyarakat. Peran pemerintah dalam kaitanya dengan mengatasi permasalahan dimasyarakat memiliki arti sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan, pelayanan, maupun peran lain yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.	
		Menurut Alkon, (2007) Pencegahan Kebakaran merupakan upaya untuk menghindarkan terjadinya peristiwa kebakaran. Sebisa mungkin langkah yang ditempuh petugas damkar dalam mencegah kebakaran adalah bagian dari proses pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan pada alat yang mungkin menjadi sumber api maupun melalui sosialisasi pada masyarakat mengenai deteksi kebakaran dini dan cara penyelamatan diri.
	Menurut Hargiyanto (2003) mendefinisikan pencegahan sebagai berikut  Mencegah kebakaran adalah dengan mencegah bertemunya salah satu unsur dari bahan yang dapat terbakar, suhu penyalaan/ titik nyala dan zat pembakar (O2 atau udara).
	Menurut Suma’mur (dalam Iraniana, 2009) mengemukakan bahwa pencegahan kebakaran yaitu semua Tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan dan pemadaman kebakaran meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan aset kekayaan. 
	Menurut Ramli (2010) kebakaran adalah suatu nyala api baik besar maupun kecil pada tempat, situasi dan waktu yang tidak dikehendaki, merugikan dan pada umumnya sukar dikendalikan.
		Menurut Rijanto (2010) terjadinya api yang tidak dikehendaki, tidak terkendali dan merugikan dapat didefinisikan sebagai kebakaran. Dari adanya definisi tersebut maka terjadinya kebakaran tidaklah selalu identik dengan munculnya suatu api yang besar, kebakaran juga dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa munculnya suatu api oleh proses kimia yang menimbulkan kerugian baik berupa harta benda ataupun cidera yang berujung kematian.
	Menurut Asian Disaster Reduction Center (2003) bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada.
	Menurut Hia (2007:11) perkembangan suatu wilayah perkotaan telah membawa suatu persoalan penting seperti derasnya arus mobilisasi penduduk dari desa kekota maupun berkembang nya berbagai kawasan pemukiman, industri dan perdagangan, salah satu dampak dari kondisi tersebut adalah ancaman terhadap bahaya kebakaran.
	Menurut Dep, KI, (2007:12) Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkalo bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (emergency respon)
	Menurut Rigen dan Tri (2017) menyetakan bahwa kebakaran merupakan suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian berupa hilangnya nyawa seseorang atau harta benda dan dapat terjadi dimana saja.
	Menurut Andriyan (2011) Pekerjaan Pemadam Kebakaran merupakan pekerjaan yang menyandang resiko kerja sangat tinggi berupa kecelakaan kerja yang bisa berakibat fatal seperti cacat permanen bahkan kematian, selain itu petugas pemadam kebakaran sering mengalami gangguan- gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi lapangan kerja yang memiliki bahaya tinggi.
	Jenis bencana menurut Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu :
1. Bencana Alam
Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.
2. Bencana Non Alam
Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam
3. Bencana Sosial
Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh ulah faktor manusia.
4. Bencana Kegagalan Teknologi
Kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan ketidaksengajaan manusia dalam penggunaan teknologi atau industri.

		Berdasarkan pendapat ahli terkait peran diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun institusi formal dan informal dengan berpedoman pada kedudukan, norma atau status dimasyarakat. Peran yang dilakukan oleh institusi formal seperti pemerintah memiliki artian sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat institusi pemerintah melalui koridor aturan yang jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan melalui peraturan perundang- undangan dan kebutuhan untuk melayani masyarakat.















2. 	Operasional Variabel Penelitian
 	Agar arah dan tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan mempermudah dalam menganalisa dan untuk menghindari kesalahan penelitian, penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian yang penulis gunakan sebagai indikator untuk melihat peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.	
	Untuk memudahkan peneliti dalam memahami konsep operasional dan agar tidak terjadi kesalahan dalam menjelaskan, maka penulis menjabarkan konsep - konsep operasional peran yang dikemukakan Menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008:471) yaitu sebagai berikut : 
1. Peranan memfasilitasi (Fasilitative roles) 
Merupakan peran yang dicurahkan untuk menfasilitasi, memperkuat, mengakui serta menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu- individu atau kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Membangun adanya kesempatan dengan semua pihak untuk melakukan sebuah kerjasama dalam rangka mengembangkan potensi individu, kelompok serta masyarakat. Pemadam Kebakaran sebagai fasilator dalam upaya penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat. Untuk melihat hal ini maka penulis menyimpulkan hal tersebut dilihat melalui sub indikator yaitu :
a. Kemampuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai melakukan penambahan unit mobil pemadam kebakaran yang dibutuhkan dalam menangani bencana kebakaran;
b. Kemampuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam melaksanakan pelayanan kebakaran perlunya penambahan Pos pemadam kebakaran diwilayah Kecamatan untuk menangani bencana kebakaran;
c. Kemampuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai melakukan penambahan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) petugas dan kelengkapan Rescue dalam menangani bencana kebakaran;
2.	Peranan mendidik (Educational roles)
Terkait dengan pemberian informasi yang dibutuhkan masyarakat, peningkatan pengetahuan, pelatihan serta pengalaman masyarakat dalam rangka membantu proses penanganan bencana. Dimana pemadam kebakaran memainkan peran dalam memberikan pelatihan agar nantinya masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan pelatihan agar nantinya masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu menangani bencana. Peran edukasi ini dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran, memberikan informasi, melakukan pelatihan individu, kelompok dan masyarakat. untuk melihat ini maka penulis menyimpulkan hal tersebut dilihat melalui sub indikator yaitu :
a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Dumai dalam menangani bencana kebakaran ; 
b. Memberikan suatu kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian masyarakat dalam menangani bencana kebakaran; 
c. Memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menambah wawasan tentang penanggulangan bencana kebakaran melalui media;
3.	Peranan Representasi (Representational roles)
Peran yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran petugas dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan atau agar bermanfaat bagi masyarakat. Dimana pemadam kebakaran melakukan interaksi dan menjalin relasi dengan pihak luar yang memiliki fungsi bersesuaian dengan kebencanaan. Tujuan peranan ini dilakukan yaitu mendapatkan sumber-sumber tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang, menerima dukungan dari pihak lain yang lebih besar, membuka jaringan kerja dengan mengembangkan relasi. untuk melihat ini maka penulis menyimpulkan hal tersebut dapat dilihat  melalui sub indikator yaitu :
a. Kemampuan Adanya kerjasama baik dari masyarakat atau organisasi yang saling mempengaruhi dalam menangani bencana kebakaran;  
b. Kemampuan menerima motivasi, dorongan, ide serta gagasan dari masyarakat kepada Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Dumai dalam menangani bencana kebakaran; 
c. Kemampuan melaksanakan suatu hubungan dengan pihak luar untuk memudahkan proses menangani bencana kebakaran;
4.	Peranan Teknis (Technical roles)
	Peran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Kemampuan petugas pemadam kebakaran dalam menangai sebuah bencana, serta kemampuan penyelenggaraan secara teknis tahapan penanganan bencana saat bencana tersebut datang. untuk melihat hal ini maka penulis menyimpulkan hal tersebut melalui sub indikator yaitu :
a. Melaksanakan Evaluasi hasil kerja yang dicapai Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Dumai dalam menjalankan tugasnya menangani bencana kebakaran; 
b. Melaksanakan Evaluasi potensi yang dimiliki Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Dumai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai korban bencana kebakaran; 
c. Melaksanakan Evaluasi penanganan yang dilaksanakan Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Dumai disaat menangani bencana kebakaran; 
Berdasarkan Sub indikator diatas maka untuk mengukur pelaksanaan fungsi peran dalam pelaksanaan nya dapat dikatakan :
	SETUJU
	Diberi Skor 3

	CUKUP SETUJU
	Diberi Skor 2

	TIDAK SETUJU
	Diberi Skor 1









BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai yang berada di Jalan HR. Soebrantas Kelurahan Teluk binjai Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. alasan peneliti memilih lokasi tersebut dengan Pertimbangan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai berada ditengah Pusat Kota Dumai yang mana Peneliti dapat mengetahui langsung Bagaimana Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam menangani bencana kebakaran pemukiman di Kota Dumai baik sebelum dan sesudah kejadian. 
B. Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2015:148) Populasi adalah wilayah Generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. 
Menurut Sugiyono (2015:149) Sampel/ sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh Populasi tersebut. 
Menurut Sugiyono (2012,118) Teknik Sampling Jenuh adalah Teknik penentuan Sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai Sampel. Peneliti memilih sampel menggunakan Teknik sampling jenuh karena populasi yang relatif kecil.
Menurut Sugiyono (2020) Teknik Sampling Purposive adalah sebagai teknik untuk menentukan sampel dalam penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.
Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai dan TKPK pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai yang berjumlah 89 orang dan ditambah 10 orang Masyarakat yang merasakan dampak bencana kebakaran atau yang pernah merasakan Peran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.
Metode pengambilan sampel yang penulis kemukakan, untuk Pegawai dan TKPK pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai berupa Metode Sensus /Sampling Jenuh, artinya teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
 Sedangkan untuk masyarakat yang terdampak bencana kebakaran menggunakan Teknik sampling purposive, artinya teknik penentuan sampel untuk menentukan dalam penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative,  dengan pertimbangan bahwa masyarakat yang terkena dampak bencana kebakaran adalah yang mana anggota keluarganya menjadi salah satu korban bencana kebakaran, sehingga penulis ingin mengetahui apa yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana tersebut serta bagaimana Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel. III.1
Populasi dan Sampel Penelitian
Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai 
	No
	Sub Populasi
	Jumlah
	Persentase (%)

	
	
	Populasi
	Sampel
	

	1. 
	Kepala Dinas
	1
	1
	100

	1. 
	Sekretaris 
	1
	1
	100

	1. 
	Kepala Bidang Pencegahan
	1
	1
	100

	1. 
	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
	1
	1
	100

	1. 
	Kasubbag.Perencanaan dan Keuangan 
	1
	1
	100

	1. 
	Kasubbag.Umum dan Kepegawaian
	1
	1
	100

	1. 
	Kasi Pencegahan dan Inspeksi
	1
	1
	100

	1. 
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
	1
	1
	100

	1. 
	Kasi Pemadam Kebakaran
	1
	1
	100

	1. 
	Kasi Penyelamatan dan Evakuasi
	1
	1
	100

	1. 
	Staf pelaksana (ASN)
	20
	20
	100

	1. 
	TKPK
	59
	59
	100

	1. 
	Masyarakat Yang Terdampak Bencana Dalam
3 (tiga) Tahun Terakhir
	125
	10
	-

	JUMLAH
	214
	      99
	-


Sumber: Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Tahun 2024





C. 	Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan adalah sebagai berikut:
1. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari pihak pertama yakni responden dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui pemberian Angket atau penyerahan daftar pernyataan dalam rangka keperluan akan data yang berhubungan dengan Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.
	Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008:471), mengatakan bahwa konsep operasional peran dapat diukur sebagai berikut:
a. Peranan Memfasilitasi 	(Fasilatative roles)
b. Peranan Mendidik 		(Educational roles)
c. Peranan Representasi 	(Representational roles)
d. Peranan Teknis           	(Technical roles)

2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Menurut (Sugiyono,2011:225). Sumber data sekunder dapat diambil dari dokumen- dokumen, internet dan buku. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen, arsip, pendukung data dari internet, serta laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berkaitan dengan Peran Pemadam Kebakaran dalam menangani bencana kebakaran di Kota Dumai dan sebagainya yang diperlukan diantaranya:
a. Peraturan atau Undang- undang yang mendasari terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai
b. Sejarah Singkat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai
c. Visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai
d. Komposisi pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai
e. Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai
f. Program dan Kegiatan Tahun 2024 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.
g. Data- data lain yang dianggap perlu

D. 	Teknik Pengumpulan Data
Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan data atau informasi yang akurat dari sumber- sumber yang dapat dipercaya, adapun teknik atau cara dalam pengumpulan data atau informasi tersebut diantaranya adalah :
a. Observasi
Menurut Hardani,dkk (2020:123) Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan sistematis terhadap gejala- gejala yang diteliti. Observasi adalah proses yang komplek tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi non partisipasi, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan obyek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut terlibat secara langsung.
b. Angket (Quisioner)
Menurut Riduwan (211:26) Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket ini adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.
c. Wawancara ( Interview)
Menurut Pasolong (2012:162) Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antar dua orang atau lebih secara langsung. Suatu teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara berkomunikasi langsung dengan nara sumber.
E. 	Analisa  Data
Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, sebagai langkah awal yaitu melakukan pengumpulan data, setelah data yang diperlukan terkumpul dari responden penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan pengelompokan data yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.
Menurut Riduwan (2010:12) Skala Linkert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian ini telah menetapkan gejala sosial secara spesifik, yang selanjutnya disebut variabel penelitian.
Setelah data diperoleh, kemudian data dikelompokkan dan dianalisis seterusnya hasil analisis disajikan dalam bentuk diagram pie serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan, sehingga dapat mendukung pelaksanaan yang dilakukan dalam setiap indikator penelitian.
Untuk mengetahui kriteria tanggapan responden dapat diketahui berdasarkan perhitungan berikut:
1. Pengukuran untuk setiap indikator
Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 orang dengan 3 pernyataan. Kategori terhadap setiap indikator ditentukan dengan rumusan yang dikemukan oleh Lindetal dalam Zulganef. Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan menghitung skor tertinggi dan terendah,sebagai berikut:
	Skor Tertinggi 	: 3 x 3 x 99 = 891
Skor Terendah	: 1 x 3 x 99 = 297





Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukan oleh Lindetal dalam Zulganef (2018:165) yaitu :
I	=  H-L
             K

Keterangan :

I	= interval
H	= nilai data tertinggi
L	= nilai data terendah
K	= jumlah kelas

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan interval sebagai berikut:
i =  H - L
          K
i = 891-297
           3
i =  594
        3
i =  198
maka kategori penilaian untuk tiap indikator sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Skor

	Setuju (S)
	694  -  891

	Kurang Setuju (KS)
	496  -  693

	Tidak Setuju (TS)
	297  -  495



Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut:

[bookmark: _Hlk165086691]	
    
 297           (TS)             495               (KS)           693             (S)              891 
 

2. Pengukuran Variabel Penelitian
	Skor Tertinggi 	: 3 x 12 x 99 = 3. 564
Skor Terendah	: 1 x 12 x 99 = 1.188


	Adapun jumlah sampel penulis sebanyak 99 orang, rencana pertanyaan yang akan diajukan sebanyak 12 pertanyaan. Selanjutnya untuk menetukan kategori penelitian terhadap variabel penelitian, maka ditentukan sebagai berikut:


Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukan oleh Lindetal dalam Zulganef (2018:165) yaitu :
I	=  H - L
               K

Keterangan :

I	= interval
H	= nilai data tertinggi
L	= nilai data terendah
K	= jumlah kelas

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan interval sebagai berikut:

i =  H-L
        K

i = 3.564 – 1.188
              3

i =  2.376
        3

i =  792
Maka kategori penilaian untuk tiap indikator sebagai berikut:
	Kategori
	Interval Skor

	Setuju (S)
	2.773  -  3.564

	Kurang Setuju (KS)
	1.981  -  2.772

	Tidak Setuju (TS)
	1.188  -  1.980



Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut:

	
1.188         (TS)             1.980           (KS)          2.772        (S)               3.564 
	BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
1. Sejarah berdirinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai
UPT. Pemadam Kebakaran Kota Dumai di bawah Naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dahulunya UPT. Pemadam Kebakaran Kota Dumai di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai kemudian dengan perubahan Struktur Organisasi Tata kerja Perangkat Daerah UPT. Pemadam Kebakaran Kota Dumai berada di bawah Naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tepatnya Pada tanggal 26 Agustus 2011.
Dengan perkembangan pembangunan yang begitu pesat khusunya pada pemukiman penduduk dan Perindustrian di Kota Dumai, Pemerintah kota Dumai dalam hal penyelenggaraan pemerintahan melakukan perubahan struktur organisasi khususnya Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang dulunya merupakan salah satu seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja berubah menjadi UPT. Pemadam Kebakaran melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 Tahun 2008, terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berdasarkan:
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja. Karena tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah maka diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
c. Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2002 tentang tugas fungsi serta Uraian tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai. 
d. Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOT) di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai maka Organisasi dan tata laksana kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai di dasarkan pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 tahun 2008.
e. Peraturan Walikota Dumai Nomor 37 tahun 2008 tentang Tugas dan serta uraian Tugas UPT. Pemadam Kebakaran.
Melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tugas Fungsi UPT. Pemadam Kebakaran, maka UPT. Pemadam kebakaran pisah dari Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan bergabung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. 
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah  ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Dumai Peraturan Kepala Daerah, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 81 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, maka pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Dumai Membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.
Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sesuai dengan Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, Perumusan Kebijakan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub urusan Kebakaran.
2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pelaksanaan pemerintahan membutuhkan suatu pedoman untuk memperjelas arah kebijakan yang akan diambil. adapun kota Dumai sebagai wilayah Administratif memiliki visi sebagai berikut :
“Kota Industri Yang Unggul, Sejahtera Dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun Tahun 2029”
Tujuan merupakan penjabaran atau implemetasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kedepan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi, maka tujuan strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai yaitu:
“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanggulangan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan “
Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan serta disejajarkan dengan tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai yang telah diuraikan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai yaitu:
“Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran” 
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai menggunakan strategi alat ukur dari Tahun 2021-2026 yaitu:
1. Persentase penanganan kejadian kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
2. Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
3. Persentase Respon Time Rate kejadian kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tidak lebih dari 15 menit. 
Arah kebijakan dari strategi dan sasaran adalah melakukan penyelamatan manusia baik pada saat Operasi Darurat kebakaran maupun operasi Non Darurat kebakaran dan melakukan investigasi sebab akibat kebakaran untuk bahan evaluasi mengambil kebijakan. 




3.	 Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai
a. Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai yang hendak diwujudkan adalah “Mewujudkan Masyarakat Dumai aman dan nyaman terhindar dari bencana kebakaran, Menuju Kota Dumai sebagai Kota Idaman” 
Adapun makna Visi yang dimaksud adalah merupakan cara memandang jauh kedepan didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu program diarahkan, sehingga pada gilirannya dengan visi yang tepat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai akan menjadi akserator bagi pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
Dengan terwujudnya Visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai sebagai bentuk nyata dari Visi tersebut, ditetapkanlah Misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal ini yang masih abstrak terlihat pada Visi akan lebih nyata pada pernyataan misi tersebut. Lebih jauh pernyataan Misi memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut.
b. Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai
1. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kenyamanan masyarakat umum dari bahaya kebakaran di Kota Dumai
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil pemadam kebakaran
3. Meningkatkan integritas pelaksanaan tugas pencegahan bahaya kebakaran.
4. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat Kota Dumai terhadap bahaya kebakaran
5. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran, kerugian materi dari bahaya kebakaran dan proteksi kebakaran.
c. Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai
Agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan Strategi, Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai menetapkan kebijakan sebagai berikut:
1. Adanya pedoman kerja (Tupoksi)
2. Adanya Program kerja personil pemadam kebakaran
3. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai
4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan personil pemadam kebakaran Kota Dumai.

4.  Keadaan dan komposisi Pegawai Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai
Dalam kelangsungan tugas dan fungsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai sebanyak 89 orang, yang terdiri dari 10 orang adalah pejabat Struktural dan 20 orang pegawai teknis dan 59 orang Tenaga teknis yang dibedakan berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin, Golongan/ Pangkat, Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan, serta Struktur Organisasi dan Sarana Prasarana yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 1
Komposisi Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Dumai berdasarkan kelompok pegawai dan jenis kelamin
	
NO.
	
Kelompok Pegawai
	Jenis Kelamin
	Jumlah
(orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Pria
	Wanita
	
	

	1.
	Pejabat Struktural
	7
	3
	10
	11.23

	2.
	ASN (Staff Pelaksana)
	20
	-
	20
	22.47

	3.
	TKPK
	49
	10
	59
	66.30

	           Jumlah
	76
	13
	89
	100.00


[bookmark: _Hlk170653533]    Sumber Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tahun 2024
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, Pejabat Struktural berjumlah 10 orang dengan persentase 11.23%, ASN (Staff Pelaksana) berjumlah 20 orang dengan persentase 22.47% dan TKPK berjumlah 59 orang dengan persentase 66.30%
Selanjutnya untuk melihat Golongan pegawai yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:
Tabel IV. 2
Komposisi Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai berdasarkan Golongan
	
NO.
	
Golongan
	Pegawai
	Jumlah
(orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Pria
	Wanita
	
	

	1.
	Golongan II
	12
	-
	12
	11.23

	2.
	Golongan III
	14
	3
	17
	19.10

	3.
	Golongan IV
	1
	-
	1
	1.12

	4.
	TKPK
	49
	10
	59
	68.55

	           Jumlah
	76
	13
	89
	100.00


Sumber data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa golongan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai yang paling banyak berada pada TKPK dengan persentase 68.55% sebanyak 59 orang dan Golongan III dengan persentase 19.10% sebanyak 17 orang, Golongan II dengan persentase 11.23% sebanyak 12 orang dan Golongan IV dengan persentase 1.12% sebanyak 1 orang.
Sedangkan bila dilihat dari Tingkat Pendidikan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel. IV. 3
Komposisi Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Pegawai
	
NO.
	
Tingkat Pendidikan
	Jenis Kelamin
	Jumlah
(orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Pria
	Wanita
	
	

	1.
	SMA / Sederajat
	59
	10
	69
	77.52

	2.
	Sarjana Strata I
	14
	3
	17
	19.10

	3.
	Sarjana Strata II
	3
	-
	3
	3.38

	           Jumlah
	76
	13
	89
	100.00


Sumber data: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tahun 2024
	Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa persentase tertinggi pegawai/ TKPK pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai adalah berpendidikan SMA / Sederajat dengan persentase 77.52% berjumlah 69 orang, Sarjana Strata I dengan persentase 19.10% berjumlah 17 orang dan Sarjana Strata II dengan persentase 3.38% berjumlah 3 orang.





Selanjutnya dapat kita lihat masa kerja Pegawai/ TKPK pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV. 4
Komposisi Pegawai Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Berdasarkan Masa Kerja Pegawai
	
NO.
	
Masa Kerja
	Jenis Kelamin
	Jumlah
(orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Pria
	Wanita
	
	

	1.
	1   -   4     Tahun
	44
	13
	57
	64.04

	2.
	5   -   9     Tahun
	12
	-
	12
	13.48

	3.
	       › 10     Tahun 
	20
	-
	20
	22.48

	           Jumlah
	76
	13
	89
	100.00


         Sumber Data: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tahun 2024
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jumlah pegawai yang telah bekerja lebih diantara ›10 Tahun dengan persentase 22.48% berjumlah 20 orang, dilanjutkan masa kerja 5-9 Tahun dengan persentase 13.48% berjumlah 12 orang dan masa kerja 1-4 tahun dengan persentase 64.04% berjumlah 57 orang. dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Pegawai/ TKPK mempunyai masa kerja yang cukup untuk memahami bidang tugasnya masing- masing.
Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai juga mendapat pelatihan perjenjangan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel: IV.5
Komposisi Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Dalam Negeri
	
NO.
	
Masa Kerja
	Jenis Kelamin
	Jumlah
(orang)
	Persentase
(%)

	
	
	Pria
	Wanita
	
	

	1
	Diklat Fire Fighter I
	29
	-
	29
	32.58

	2.
	Diklat Fire Fighter II
	9
	-
	9
	10.11

	3.
	Non Diklat
	38
	13
	51
	57.31

	           Jumlah
	76
	13
	89
	100.00


  Sumber data: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tahun 2024
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase Pegawai/ TKPK yang mengikuti Diklat Fire Fighter I dengan persentase 32.58% berjumlah 29 orang dan Diklat Fire Fighter II dengan persentase 10.11% berjumlah 9 orang dan yang belum mengikuti Diklat Fire Fighter dengan persentase 57.31% berjumlah 51 orang.
Diklat Fire Fighter adalah suatu pelatihan dasar wajib yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang petugas pemadam kebakaran yang mana legalitasnya dari Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

5.	Struktur Organisasi, Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.
		Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 81 tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dapat kita lihat pada table dibawah ini:









Tabel: IV. 6
Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai


 (
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)

 (
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Sumber Data: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, Tahun 2024


Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, dimana Dinas Pemadam Kebakatan dan Penyelamatan Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Penanggulangan Bencana Daerah. 
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai melaksanakan tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
Perumusan kebijakan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran:
0. Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran;
0. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran;
0. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran;
0. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran;
0. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
0. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.
Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Peyelamatan Kota Dumai terdiri dari:
A. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai
B. Sekretaris, membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
C. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahi:
1. Seksi Pemadaman Kebakaran
2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
D. Bidang Pencegahan, membawahi:
1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Dumai memiliki tugas pokok merencanakan, mengontrol, memberi petunjuk dan memberi tugas serta membimbing bawahan, memeriksa, mengoreksi hasil kerja dan membuat laporan kegiatan pemadaman sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Dumai memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemadam;
b.   Pelaksanaan kebijakan teknis pemadam;
c. Pelakanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, data pada pemadam kebakaran;
d. Penyiapan bahan pelayanan penyelenggaraan pemadam kebakaran;
e. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemadam kebakaran;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi/ pihak terkait di bidang pemadam kebakaran.
2. Sekretariat
Dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan umum, perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik Daerah dan ke rumah tanggaan, serta pembinaan administrasi kepada seluruh unit organisasi dan UPT serta Satuan Pelayanan di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:
0. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
0. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
0. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/ daerah;
0. pembinaan aparatur;
0. pengelolaan urusan kepegawaian;
0. pengelolaan administrasi jabatan fungsional
0. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan lingkup fungsinya.
Sekretariat terdiri dari 2 Subbagian yang masing- masing mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan 
Melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan. dengan uraian tugas ebagai berikut:
0. menyiapkan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
0. menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;
0. menyiapkan penyusunan pelaporan kinerja;
0. menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
0. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
0. melaksanakan penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
0. melaksanakan pengendalian kegiatan dan anggaran;
0. menyiapkan bahan tanggapan atas pemeriksaan dan bahan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan; dan 
0. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian 
Melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara / daerah, dan administrasi jabatan fungsional. dengan uraian tugas sebagai berikut: 
a. melaksanakan urusan persuratan;
b. mengelola dokumentasi dan kearsipan;
c. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara/daerah;
e. menyiapkan laporan kinerja pehabat struktural;
f. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
3. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pembinaan pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi, sarana prasarana, informasi dan pengolah data. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan Layanan Respon Cepat (Response Time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kota, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun;

b. Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;
c. Penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; 
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai fungsinya.
a. Seksi Pemadaman
Mempunyai tugas menyelenggrakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan Respon Cepat (Respon Time), menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung, informasi dan pengolahan data dan informasi kebakaran, dengan uraian tugas sebgai berikut:
a. Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Kota, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran di wilayah Kota;
b. Menyelenggarakan layanan respon cepat (respon time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran di wilayah Kota;
c. Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah Kota;
d. Menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil pengujian penyebab kebakaran, operasi darurat non kebakaran dan kondisi membahayakan manusia;
e. Menyelenggarakan analisi kebutuhan Identifikasi, standarisasi dan inventarisasi sarana prasaranan pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
f. Menyelenggarakan fasilitasi pengadaan dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasaranan pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasaranan pemadam kebakaran bagi kelompok Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
g. Menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi Masyarakat;
h. Menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
i. Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standarisasi, pemamfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadam kebakaran, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran 
j. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan kebakaran bagi Masyarakat;
k. Melaksanakan Pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kota;
l. Melakukan pemeliharaan system informasi kebakaran dan penyelamatan;
m. Melaksanakn verifikasi/ validasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan dan menyiapkan bahan tugas- tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
Mempunyai tugas Operasi penyelamatan, pendataan dan verifikasi korban, evakuasi kebakaran dan non kebakaran, dengan uraian tugas sbb:
a. Menyelenggarakan layanan respon cepat (respon time) operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah Kota;
b. Menyelenggarakan layanan reson cepat (response time) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kota;
c. Melakukan pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah kota; dan
d. Menyiapkan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Pencegahan
Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, peningkatan kapasitas aparatur, pencegahan dan inspeksi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan mempunyai fungsi:
0. Pengkajian risiko, pencegahan mitigasi kejadian kebakaran penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah kota; 
0. Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
0. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
0. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai fungsinya.
a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi
Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang pencegahan dan inspeksi. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Indus Sistem Proteksi Kebakaran;
1. Melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah kota;
1. Melakukan pendataan,inventarisasi,penilaian,pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran penyelamatan dlm wilayah kota.
1. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, pengelolaan, pengkajian, pengembangan, pengendalian dan bimbingan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Dengan uraian tugas sebagai berikut: 
1. Melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG); 
1. Melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 
1. Melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah kota dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
1. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Tabel  IV.7
Sarana dan Prasarana kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan Kota Dumai
	No.
	Nama Barang
	Jumlah
	Kondisi

	1.
	Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas.4000 ltr
	4
	Baik 

	2.
	Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 4000 ltr
	1
	Rusak sedang

	3.
	Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas 6000 ltr
	1
	Baik

	4.
	Mobil Tangki Suplay kapasitas 5000 ltr
	1
	(BNPB) Baik

	5.
	Mobil Tangki Suplay kapasitas 5000 ltr
	1
	Baik

	6.
	Mobil Fire Jeep Kapasitas 500 ltr
	2
	 hanya utk Rescue

	7.
	Bangunan Garasi
	1
	Baik

	8.
	Bangunan Kantor ukuran 5 x11 meter
	1
	Baik

	9.
	Komputer PC
	11
	Baik

	10.
	Laptop
	5
	Baik

	11.
	Printer 
	10
	Baik

	12.
	Lemari Arsip
	8
	Baik

	13.
	Lemari Filling Kabinet
	10
	Baik

	14.
	Meja + Kursi Pejabat Struktural
	10 set
	Baik

	15.
	Meja staf + kursi
	8 set
	Baik

	16.
	Ac Pendingin Ruangan Kantor
	6
	Baik

	17.
	Kipas Angin
	2
	Baik

	18. 
	Sepeda Motor Trail
	4
	Baik

	19.
	Sepeda Motor Trail
	1
	Hibah (BPBD) Baik

	20. 
	Radio Handy Talkie (HT)
	15
	Hibah (BPBD)Baik

	21.
	Radio Repiter Meja Piket
	1
	Rusak

	22.
	Repiter Pemancar Radio
	1
	Pinjam Tiang BPBD

	23.
	Ruangan Personil Piket ukuran 3 x 11 meter
	1
	Baik

	24.
	Ac Pendingin Ruang Personil Piket
	1
	Baik 

	25.
	Televisi + Resiver
	1 set
	Baik

	26.
	Televisi LCD
	1
	Baik 

	27.
	Senter Pemadam
	4
	Rusak

	28.
	Drone
	1
	Baik 

	29.
	Telepon Ruang Piket
	2
	Baik

	30.
	Meja Piket 
	2
	Rusak Sedang

	31.
	Fire Jacket Personil Piket
	30 set
	20 Baik,10 Rusak 

	32.
	Sepatu Harvick Personil Piket
	30 set
	18 Baik, 12 Rusak

	33.
	Perlengkapan Rescue 
	2 set
	Rusak Sedang

	34.
	Helm Pemadam
	24 
	9 Baik,15 Rusak


Sumber Data: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tahun 2024
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai masih kurang atau tidak memadai yang mana sebagian sarana prasarana adalah hibah atau pinjam pakai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018, serta belum adanya Pos Pemadam Kebakaran tiap kecamatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020.
Dengan minim nya anggaran yang diberikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, tentunya dalam  pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan meempengaruhi kinerja personil dilapangan dalam pelaksanaan penanganan bencana kebakaran di Kota Dumai, sehingga kedepan diharapkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai adalah salah satu OPD yang baru dibentuk ini dapat dukungan oleh Pemerintah dan didukung penuh oleh Legislatif agar kinerja seluruh personil dapat terlaksana dengan baik.






BAB V
PERAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DALAM MENANGANI MASALAH BENCANA KEBAKARAN PEMUKIMAN DI KOTA DUMAI

Setiap penelitian bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti. Sehingga pada bab ini akan penulis sajikan data hasil temuan selama melakukan penelitian yang nantinya akan dilakukan penganalisaan sebagai upaya dalam menjawab permasalahan yang penulis paparkan pada Bab I mengenai Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Menangani Masalah Bencana Kebakaran Pemukiman Di Kota Dumai.
[bookmark: _Hlk76548156]Selanjutnya dalam bab ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dan masyarakat yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini untuk memberikan tanggapan tentang Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Menangani Masalah Kebakaran Pemukiman di Kota Dumai.
A. Identitas Responden 
Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan identitas penelitian dengan judul Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani Masalah Kebakaran Pemukiman di Kota Dumai yang berjumlah 99 orang responden yang mana terdapat 10 responden yang diambil langsung dari masyarakat yang terdampak terhadap Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.
Pada penyebaran angket, penulis membagi responden penelitian berdasarkan jenis kelamin, tingkat umur, dan tingkat pendidikan, Sehingga mampu memberikan kebenaran terhadap permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian penulis. Untuk melihat data responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis kelamin merupakan hal yang wajar dalam organisasi atau masyarakat. Kemampuan dari setiap individu baik laki-laki maupun perempuan sudah tidak berbeda jauh, hal ini terbukti banyaknya kaum perempuan yang ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan organisasi individu baik laki-laki maupun perempuan dituntut mampu bekerja sama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 
Dalam penelitian yang penulis lakukan berdasarkan Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Menangani Masalah Bencana Kebakaran Pemukiman di Kota, penulis mengambil seluruh Pegawai / TKPK pada Dinas tersebut ditambah masyarakat yang terdampak langsung dengan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai. Penulis dapat menggambarkan perbedaan jenis kelamin yang menjadi responden, untuk lebih jelasnya tentang perbedaan jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel V.1 
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase (%)

	1
	Laki-Laki
	68
	61

	2
	Perempuan
	31
	39

	Jumlah
	99
	100


Sumber data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2024
Berdasarkan tabel V.1 di atas dapat dijelaskan, sebagian besar responden berjenis laki-laki sebanyak 68 orang (61%) sedangkan responden yang berjenis perempuan sebanyak 31 orang (39%).
2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia
Umur merupakan salah satu faktor yang membuat kemampuan dan keterampilan seseorang berkurang ataupun bertambah. Hal ini tentu menjadi perhatian setiap organisasi maupun individu dalam masyarakat dimana umur yang berada pada masa produktif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan ataupun sebaliknya.
Perbedaan tingkat usia merupakan salah satu dasar penelitian penulis membedakan usia dan responden yang akan menjadi penelitian penulis, sehingga dengan adanya perbedaan usia dapat memberikan gambaran dalam mencari jawaban dari penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya perbedaan tingkat usia responden dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel V.2
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia
	No
	Tingkat Usia (Tahun)
	Jumlah
	Persentase (%)

	1
	20 - 30
	14
	19

	2
	31 - 40
	51
	48

	3
	41 – 50
	25
	27

	4
	51 – 60
	9
	6

	Jumlah
	99
	100


Sumber data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2024
Berdasarkan tabel V.2 di atas dapat diketahui responden yang berusia 20 sampai 30 tahun sebanyak 14 orang (19%), responden yang berusia 31 sampai 40 tahun sebanyak 51 orang (48%), responden yang berusia 41 sampai 50 tahun sebanyak 25 orang (26%), responden yang berusia 51 sampai 60 sebanyak 9 orang (6%).
3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi utama dalam menggerakkan dan menjalankan suatu roda pemerintahan, dengan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan setiap individu dalam menjalankan atau mengemban tugas dan pekerjaan. 
Perbedaan pendidikan merupakan salah satu panutan bagi setiap penelitian yang dilakukan, dimana dengan pendidikan akan mempermudahkan peneliti dalam mencari jawaban yang dibutuhkan baik melalui angket maupun wawancara. Selain itu juga Individu dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, biasanya akan lebih mudah untuk memahami beban kerja yang menjadi tanggung jawab serta memiliki ilmu yang cukup luas bila dibandingkan dengan individu yang berpendidikan relatif rendah. latar belakang itu pula yang akan memberikan pemahaman tentang Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Dumai terhadap pelayanan publik. Untuk lebih jelasnya perbedaan tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.3
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah
	Persentase (%)

	1
	SLTP
	5
	2.5

	2
	SMU/ SEDERAJAT
	56
	64.9

	3
	D3
	20
	17.6

	4
	S1
	15
	13.4

	5
	S2
	3
	1.6

	Jumlah
	99
	100%


Sumber data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2024
Berdasarkan tabel V.3 di atas dapat dijelaskan responden dengan  tingkat pendidikan SLTP berjumlah 5 orang (2.5%), responden dengan tingkat pendidikan SMU/ Sederajat berjumlah 56 orang (64.9%), responden dengan tingkat pendidikan D3 berjumlah 20 orang (17.6%), responden dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 15 orang (13.4%) dan responden dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 3 orang (1.6%).



B. Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dalam Menangani Masalah Bencana Kebakaran Pemukiman Di Kota Dumai
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang dilayani. Proses pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan peraturan Undang- undang Nomor 24 tahun 2007 pasal I tentang penanggulangan bencana menyebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang bisa disebabkan oleh faktor alam maupun faktor non alam, sehingga bisa mengakibatkan timbulnya korban jiwa.
Selain itu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2021 tentang penetapan Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, sehingga Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Tugas pokok dan fungsinya selain bertanggung jawab dalam hal pencegahan dan penyelamatan juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
Peningkatan pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, dimana masyarakat hanya mengenal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hanya bekerja sebagai petugas pemadam dikala terjadinya musibah kebakaran, tetapi sekarang peran tersebut bertambah yaitu penyelamatan

Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, Maka disini penulis mengukur Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jim Ife dan  Frank Tesoriero  (2008:471), yang mengatakan bahwa konsep operasional peran dapat diukur sebagai berikut, yaitu:
1. Fasilitative Roles		(Peran Memfasilitasi)
2. Educatinal Roles	 	(Peran Mendidik)
3. Representational Roles 	(Peran Reprensentasi)
4. Technical Roles		(Peran Teknis)

1. Fasilitative Roles 
Fasilitative roles merupakan peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui serta menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki individu atau kelompok dalam meningkatkan produktivitas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
Untuk melihat indikator fasilitative roles penulis menggunakan tiga sub indikator penelitian, dimana sub indikator tersebut yaitu:
a. Kemampuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai melakukan penambahan unit mobil pemadam kebakaran yang dibutuhkan dalam menangani bencana kebakaran. Artinya dengan penambahan unit armada, bisa mengurangi awal dampak meluasnya musibah kebakaran 

b. Kemampuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam melaksanakan pelayanan kebakaran perlunya penambahan Pos Pemadam Kebakaran di wilayah kecamatan untuk menangani bencana kebakaran. Maksudnya adalah dengan dibentuknya pos pemadam kebakaran diwilayah kecamatan, bisa mempersingkat jarak tempuh petugas pemadam kebakaran kelokasi terjadinya kebakaran.
c. Kemampuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai melakukan penambahan kelengkapan APD petugas dan kelengkapan Rescue dalam menangani bencana kebakaran. Artinya dengan penambahan perlengkapan bisa membuat petugas pemadam kebakaran bekerja lebih profesional lagi serta mengurangi resiko kecelakaan kerja bagi petugas pemadam kebakaran. Selanjutnya untuk melihat indikator fasilitative roles dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.4
Tanggapan Responden Tentang Fasilitative roles
	No
	Sub Indikator
	Jumlah Skor

	1
	Kemampuan Pemerintah Daerah melalui DPKP Kota Dumai melakukan penambahan unit mobil pemadam kebakaran yang dibutuhkan dalam menangani bencana kebakaran.
	289

	2
	Kemampuan Pemerintah Daerah melalui DPKP Kota Dumai dalam melaksanakan pelayanan kebakaran perlunya penambahan Pos Pemadam Kebakaran di wilayah kecamatan untuk menangani bencana kebakaran.
	286

	3
	Kemampuan Pemerintah Daerah melalui DPKP Kota Dumai melakukan penambahan kelengkapan APD petugas dan kelengkapan Rescue dalam menangani bencana kebakaran.
	282

	Total Skor
	857


Sumber Data: Hasil Olahan Data LapanganTahun 2024
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil tanggapan responden penelitian mengenai indikator Fasilitative roles dapat diukur melalui tiga sub indikator, diantaranya sub indikator pertama yaitu penambahan unit armada yang dibutuhkan diperoleh skor sebanyak 289, sub indikator yang kedua yaitu Penambahan Pos Pemadam kebakaran di wilayah kecamatan diperoleh skor sebanyak 286 dan sub indikator yang ketiga yaitu Penambahan kelengkapan APD petugas dan kelengkapan Rescue diperoleh skor sebanyak 282, Jadi total skor seluruhnya 857. 
 (
  
 
857
)Selanjutnya untuk mengetahui kategori jawaban responden mengenai indikator Fasilitative roles berdasarkan skor yang diperoleh dapat dilihat melalui garis kontinum berikut ini:

							
297              TS   	 495		KS		693	         S  	      891
 (
96.18%
)

						
33.33%       TS           55,55%           KS               77,77%            S              100%

Dari garis kontinum di atas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang Fasilitative roles yang mendapatkan total skor sebanyak 857 (96.18%). Berada pada kategori Setuju, karena berada pada interval 694 - 891. 


2. Educational Roles
Educational roles merupakan kemampuan yang dibutuhkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menangani bencana, peran edukasi ini dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran, memberikan informasi, melakukan pelatihan individu, kelompok dan masyarakat. Peran petugas pemadam kebakaran sangat dibutuhkan agar masyarakat tanggap terhadap bencana yang terjadi.
Untuk melihat indikator Educational roles penulis menggunakan tiga sub indikator tersebut yaitu:
a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui pelatihan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani bencana kebakaran. Artinya petugas pemadam kebakaran selalu memberikan informasi baik di media cetak atau media sosial terkait bahaya bencana kebakaran.
b. Memberikan suatu kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian masyarakat dalam menangani bencana kebakaran. artinya petugas pemadam kebakaran rutin mengadakan pelatihan - pelatihan disetiap kecamatan, kelurahan serta perusahaan.
c. Memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menambah wawasan tentang penanggulangan bencana melalui media. Artinya Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Dumai lebih intensif melakukan edukasi melalui media sosial atau  media cetak ditempat terbuka seperti baliho- baliho atau sejenisnya.

Selanjutnya untuk melihat indikator Educational Roles dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel V.5
Tanggapan Responden Tentang Educational roles
	No
	Sub Indikator
	Jumlah Skor

	1
	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui pelatihan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani bencana kebakaran
	261

	2
	Memberikan suatu kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian masyarakat dalam menangani bencana kebakaran.
	255

	3
	Memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menambah wawasan tentang penanggulangan bencana melalui media.
	264

	Total Skor
	780


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil tanggapan responden penelitian mengenai indikator Educational roles dapat diukur melalui tiga sub indikator, diantaranya sub indikator pertama yaitu memberikan sosialisasi melalui pelatihan dalam menangani bencana kebakaran diperoleh skor sebanyak 261, sub indikator yang kedua yaitu memberikan suatu kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian masyarakat diperoleh skor sebanyak 255 dan sub indikator yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menambah wawasan tentang bencana kebakaran diperoleh skor sebanyak 264, dengan total skor seluruhnya 780. 
Selanjutnya untuk mengetahui kategori jawaban responden mengenai indikator Educational roles berdasarkan skor yang diperoleh dapat dilihat melalui garis kontinum berikut ini:

 (
  
780
)	
							
297               TS	495	KS	 693	S	   891
 (
87.54%
)

						
33.33%       TS        55.55%                   KS             77,77%           S            100%
Dari garis kontinum di atas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang Educational roles yang mendapatkan total skor sebanyak 780 (87,54%). Berada pada kategori Setuju, karena berada pada interval 694 – 891
3. Representational Roles
Representational roles merupakan peran petugas dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan agar bermanfaat bagi masyarakat, dimana petugas pemadam kebakaran melakukan interaksi dan menjalin relasi dengan pihak luar yang memiliki fungsi bersesuaian dengan kebencanaan yang bertujuan membuka jaringan kerja sama sesuai dengan presedur yang telah ditetapkan. 
Untuk melihat indikator Representational roles penulis menggunakan tiga sub indikator penelitian, dimana sub indikator tersebut yaitu:
a. Kemampuan adanya kerjasama baik dari masyarakat atau organisasi yang saling mempengaruhi dalam menangani bencana kebakaran. Artinya Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Dumai harus mengembangkan relasi baik dengan masyarakat atau perusahaan agar bekerjasama dalam menangani bencana kebakaran.
b. Kemampuan menerima motivasi, dorongan, ide serta gagasan dari masyarakat kepada Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menangani bencana kebakaran. Artinya Dinas pemadam kebakaran harus bisa menerima masukan atau improvisasi dari masyarakat agar petugas pemadam kebakaran bisa memberikan pelayanan yang baik sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. 
c. Kemampuan melaksanakan suatu hubungan dengan pihak luar untuk memudahkan proses dalam menangani bencana kebakaran. Artinya Dinas pemadam kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait agar penanganan bencana kebakaran dapat dilakukan semaksimal mungkin sehingga dampak yang terjadi tidak terlalu besar. 
Selanjutnya untuk melihat hasil dari indikator Repsentational roles dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel V.6
Tanggapan Responden Tentang Representational roles
	No
	Sub Indikator
	Jumlah Skor

	1
	Kemampuan adanya kerjasama baik dari masyarakat atau organisasi yang saling mempengaruhi dalam menangani bencana kebakaran.
	251

	2
	Kemampuan menerima motivasi, dorongan, ide serta gagasan dari masyarakat kepada Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menangani bencana kebakaran.
	242

	3
	Kemampuan melaksanakan suatu hubungan dengan pihak luar untuk memudahkan proses dalam menangani bencana kebakaran.
	233

	Total Skor
	726


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2024
Berdasarkan tabel V.6 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil tanggapan responden penelitian mengenai indikator Representational roles dapat diukur melalui tiga sub indikator, diantaranya: sub indikator pertama yaitu kemampuan adanya kerjasama baik dari masyarakat atau organisasi yang saling mempengaruhi diperoleh skor sebanyak 251, sub indikator yang kedua yaitu kemampuan menerima motivasi, ide serta gagasan dari masyarakat kepada Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan diperoleh skor sebanyak 242, sub indikator yang ketiga yaitu kemampuan melaksanakan suatu hubungan dengan pihak luar untuk memudahkan proses penanganan bencana kebakaran diperoleh skor sebanyak 233, dengan total skor seluruhnya 726. 
 (
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)Selanjutnya untuk mengetahui kategori jawaban responden mengenai indikator Representational roles berdasarkan skor yang diperoleh dapat dilihat melalui garis kontinum berikut ini:
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Dari garis kontinum di atas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang Representationalroless yang mendapatkan total skorsebanyak726 (81,48%)berada pada kategori Kurang Setuju,karena berada pada interval 694-891. 
4. Technical Roles
Technical roles merupakan peranan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta kemampuan petugas pemadam kebakaran dalam menangani bencana kebakaran serta kemampuan teknis tahapan penanganan bencana kebakaran.  sehingga petugas pemadam kebakaran  tersebut mampu memberikan pelayanan yang baik berdasarkan kemampuan atau keahlian yang profesional sehingga  berdampak pada kepuasan masyarakat yang dilayani. 
Untuk melihat indikator Technical roles penulis menggunakan tiga sub indikator penelitian, dimana sub indikator tersebut yaitu:
a. Melaksanakan evaluasi hasil kerja yang dicapai Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menjalankan tugasnya dalam menangani bencana kebakaran. Artinya setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan dalam mlaksanakan pekerjaan, sehingga harus dilakukan evaluasi agar kesalahan yang sama tidak terjadi kembali 
b. Melaksanakan evaluasi potensi yang dimiliki Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai korban bencana kebakaran. Artinya Dinas pemadam kebakaran harus bisa melihat potensi tiap personil sesuai dengan keahliannya masing- masing agar tidak terjadi keslahan yang berakibat korban jiwa
c. Melaksanakan evaluasi penanganan yang dilakukan Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan disaat menangani bencana kebakaran. Artinya setiap personil harus mengembangkan diri dengan situasi dan peralatan yang ada, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih profesional sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kerja. Selanjutnya untuk melihat hasil dari indikator Technical roles dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel V.7
Tanggapan Responden Tentang Technical roles
	No
	Sub Indikator
	Jumlah Skor

	1
	Melaksanakan evaluasi hasil kerja yang dicapai Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menjalankan tugasnya dalam menangani bencana kebakaran.
	246

	2
	Melaksanakan evaluasi potensi yang dimiliki Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai korban bencana kebakaran.
	248

	3
	Melaksanakan evaluasi penanganan yang dilakukan Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan disaat menangani bencana kebakaran. 
	239

	Total Skor
	733


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2024
Berdasarkan tabel V.7 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil tanggapan responden penelitian mengenai indikator Technical roles dapat diukur melalui tiga sub indikator, diantaranya: sub indikator pertama yaitu melaksanakan evaluasi hasil kerja yang dicapai Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menangani bencana kebakaran diperoleh skor sebanyak 246, sub indikator yang kedua yaitu melaksanakan evaluasi potensi yang dimiliki Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam menyelesaikan pekerjaan diperoleh skor sebanyak 248, sub indikator yang ketiga yaitu melaksanakan evaluasi penanganan yang dilakukan Dinas pemadam kebakaran disaat menangani bencana kebakaran diperoleh skor sebanyak 239, dengan total seluruhnya 733. 

Selanjutnya untuk mengetahui kategori jawaban responden mengenai indikator Technical roles berdasarkan skor yang diperoleh dapat dilihat melalui garis kontinum berikut ini:
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Dari garis kontinum di atas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang Technical roles yang mendapatkan total skor sebanyak 733 (82.26%). Berada pada kategori Kurang Setuju, karena berada pada interval 694 - 891. 
Setelah mengetahui secara jelas mengenai Peran Dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di Kota Dumai, baik dari segi Fasilitative roles, Education roles, Representational roles dan Technical roles maka penulis dapat membuat suatu Rekapitulasi terhadap Peran Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di Kota Dumai dapat dikategorikan Baik, untuk lebih jelasnya dapat diihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.8
Rekapitulasi Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di Kota Dumai
	No
	Indikator
	Skor

	1
	Fasilitative roles
	857

	2
	Educational roles
	780

	3
	Representational roles
	726

	4
	Technical roles
	733

	Total Skor
	3096


Sumber Data: Hasil Olahan Data Lapangan Tahun 2024
 (
  
3096
)Berdasarkan tabel rekapitulasi responden dalam Peran Dinas pemadam kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di Kota Dumai dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan terhadap empat indikator seperti Fasilitative roles diperoleh skor sebanyak 857, Educational roles diperoleh skor sebanyak 780, Representational roles diperoleh skor sebanyak 726, Technical roles diperoleh skor sebanyak 733. dengan total skor keseluruhan 3096
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33.33%        TS           55.55%              KS             77,77%             S           100%
Berdasarkan garis kontinum diatas, bahwa untuk Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di Kota Dumai di kategorikan Setuju dengan skor 3096  (86,86%).
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di kota Dumai.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai adalah Organisasi perangkat daerah pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan Sub urusan kebakaran, salah satu perangkat daerah yang dimaksud adalah petugas pemadam kebakaran yang memiliki tugas pokok yaitu pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa, serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomeklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi serta Kabupaten/ Kota yang siap melayani dan membantu masyarakat apabila mengalami bencana kebakaran dan non kebakaran serta penyelamatan.
Setelah penulis melakukan penelitian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai, maka penulis menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat tentang Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di kota Dumai sebagai berikut:
1. Faktor Pendukung
Adapun faktor pendukung Peran Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di kota Dumai sebagai berikut:
a. Terdapatnya sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (fasilitative roles) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Dumai. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya garasi  yang memadai untuk seluruh armada, ruang piket bagi petugas yang berjaga  serta adanya peralatan pendukung meskipun terdapat beberapa yang masih belum sesuai dengan standar 
b. Terdapatnya peran sarana edukasi, informasi serta pelatihan (educational roles) bagi kelompok atau masyarakat tentang bencana kebakaran pada Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Dumai, hal ini dapat dibuktikan dari adanya kunjungan anak sekolah baik dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi, serta sosialisasi kader-kader kelurahan Sekecamatan kota Dumai. 
2. Faktor Penghambat
Disamping faktor pendukung terdapat juga faktor penghambat yang dapat mempengaruhi Peran Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di kota Dumai antara lain:
a. Masih terdapatnya kemampuan yang kurang dalam berinteraksi (Representational roles) dengan pihak luar serta kurangnya menerima saran, gagasan serta kerjasama dalam memberikan pelayanan  kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. hal ini dapat dibuktikan oleh kurang adanya kerjasama terhadap pihak perusahaan dalam menangani bencana kebakaran. 
b. Masih kurangnya kehandalan petugas dalam menangani masalah bencana kebakaran sehingga  belum terlihat dengan jelas potensi yang dimiliki dari petugas dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (technical roles) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai.. Hal ini dibuktikan dari masih ditemukan beberapa petugas yang belum melaksanakan pelatihan- pelatihan dasar Pemadam kebakaran serta belum adanya evaluasi hasil kerja dalam menangani bencana kebakaran yang mana evaluasi hasil kerja tersebut adalah sebagai dasar tolak ukur dalam menangani bencana kebakaran, sehingga potensi kesalahan petugas yang bisa berakibat korban jiwa bisa terjadi. 















BAB VI
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di kota Dumai, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran yang sesuai dengan temuan penelitian.
A. Kesimpulan
1. Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di kota Dumai, dari hasil penelitian dapat dikategorikan Setuju, terbukti dari penelitian yang dilakukan terhadap 4 indikator yaitu : fasilitative roles, educational roles, representational roles dan technical roles, dari 99 responden yang diteliti diperoleh total skor secara keseluruhan sebanyak 3096, berada pada kategori Setuju karena berada pada interval 2273 - 3564. 
2. Faktor pendukung dalam Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di kota Dumai yaitu Terdapatnya sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (fasilitative roles), Terdapatnya peran sarana edukasi, informasi serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (educational roles)  pada Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi Peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dalam menangani masalah bencana kebakaran pemukiman di kota Dumai yaitu Masih terdapatnya kemampuan yang kurang dalam berinteraksi dengan pihak luar (representational roles) dan masih kurangnya kehandalan petugas menangani masalah bencana kebakaran, sehingga belum terlihat dengan jelas potensi yang dimiliki dari petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (technical roles) pada Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai. 
B. Saran
Disarankan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai agar petugas bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengurangi bahaya resiko kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dapat bekerja sama dengan pihak luar dalam mengedukasi dan mengadakan simulasi dasar tanggap bencana bahaya kebakaran.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Dumai dituntut selalu siap tanggap darurat, maka dari itu diharapkan selalu adanya pelatihan- pelatihan bagi seluruh petugas agar bisa lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya guna menunjang pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat.
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